
tentang
Republik

Lembaran

5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan·
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentarig Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4113);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 9, Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017./

Menimbang:

WALIKOTAPRABUMULIH

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH
KOTAPRABUMULIHTAHUNANGGARAN2017

TENTANG

NOMOR is TAHUN2016

PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049;

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200'1 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

\'.
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16, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4575); .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembarah
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah
di ubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomo 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staridar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

21, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Daerah Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor ... Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2017 Nomor 10).

"\'.·'
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Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Rp.29.551.905.515
'(Rp.l0.000.000.000)

Rp.19.551. 905,515

(Rp.917.105.519.349)
(Rp. 19.551.905.515)

(Rp. 18.985.402.200)
(Rp.30 1.022.340.651)
(Rp.201.715.586.029)
(Rp.521.723.328.880)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pen-teluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Jumlah Belanja
Defisit

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai (Rp. 358.723.776.385)
2) Belanja Bunga (Rp. 0)
3) Belanja Subsidi (Rp. 0)
4) Belanja Hibah (Rp. 17.758.992.600)
5) Belanja Bantuan Sosial (Rp. 150.000.000)
6) Belanja Bagi Hasil (Rp. 0)
7) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Prov /Kab/Kota
dan Pemerintahan Desa (Rp. 15.949.421.484)

8) Belanja Tidak Terduga (Rp. 2.800.000.000)
(Rp. 395.382.190.469)

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.104.330.028.000
b. Dana Perimbangan Rp.729.248.374.194
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 63.975.211.640

Jumlah Pendapatan Rp.897.553.613.834

Pasall
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
terdiri atas :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KOTA
PRABUMULIHTAHUNANGGARAN2017

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

"t ,Itr' I
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BERITADAERAHKqTA PRABUMULIHTAHUN2017 NOMOR 1.

2016

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal )0 O~0f'\~4r- 2016
SEK DAERAH,

~~'P

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Pasal7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal6
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta rincian belanja Hibah
dan Bantuan Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Walikota ini.

Pasal4
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal3
Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal1 tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Walikota ini.

Pasa12
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

".'
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